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a. bahwa sesuai ketentuan pasal 25 ayat (2) dan pasal 26 ayat 
.(2) Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa 
Rencana Kerja Pemerintah Oaera'h Peruba'han mejadi pedoman 
Peyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanj_a 
Daerah Perubahan dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala 
Daerah; 

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabu_paten 
Kolaka Timur membuat rancangan kerangka ekonomi daerah, 

-pr10r:~tas -pembaR@liflaA dan -k-ewa,t.baA -daerah, rencana -k-erja 
yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan 
Ianqsunq oleh pernerintah maupun ditempuh dengan 
mendoronq .paartisipasi maszarakat .dengan tetap. 
memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan rencana 
1<erja Pernerintah Oaerah {RK·PD, Provmsl: 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Kolaka Timur tahun 2017. 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan 
Oaerah-daerah T1ngkat II 01 Sulawes1 (Lembaran Negara RI 
Tahun 1959 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 1822); 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD} 
KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2017 

TENT ANG 

NOMOR: L1 TAHUN 2016 

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR 
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Menimbang 

---· 



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, 
4287}; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Repub1ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan 
-Keuartgan Antara Pemerintah .Pusat ·dan Pemenntah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 
4438); 

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang pembentukan 
Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara 
_(Lembaran .Negara .Republik Indonesia Iahun 2013 Nomor 23r 
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5401); 

6. Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1014 Tentang Pemerfntahan 
Daerah .(.Lembar.an Negara Republik .Indonesla Tahun 2014 
Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
-Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Dserah (Lembaran -Negar-a -RepubUk Ir.idor.iesia- T.ahun 2015 
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5657) ; 

7. P.eraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Ten.tang 
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan tembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
·Pengelo1aan 1<euangan -Oaerah (tembaran Negara Repubttk 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

-9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96, T.ambahar.1 Lsmbaran .Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata 
.Car.a Penvusunan .Rencana .P.embangunan Nasicnal .(.Lembar.an 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan 
Lernbaran Negara 'Repubtik 1ndonesia Nornor 4664); 

1L Per.aturan Pem.erintah .Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

• 
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Pemerintah Daerah Povinsi dan Pemerintah Daerah 
Kab1 •paten/Ko.ta (Iemoaran .Negara .Rep.ublik Indonesta Tahun 
2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4 737)-; 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 
2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (lembaran N'egara Repubttk Indonesia Tatnm 2008 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4815; 

13. Peraturan Pemerrntah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran 
Negara R.epubUk Indonesia Nomor. 2008- Nomor. 21,- Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2011 T entang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah Norn.or 
19 Tahun 2010 Tentang tata cara Pelaksanaan Tugas dan 

·wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai 
Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi, (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan 
l-emeafan Negara RepubtH< lndooesta NornOf 5-107}; 

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 
(lembafafl· Negafa- Repubt+k Indonesia Tahun 2008- N-Om-Of 3}; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008- Tem;aflg. Tahapan,- Tata Cara Penyu~r Pengendal.ianr 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
F1erubalian; 

17. Per.aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian, Dan Evaluasi 
Rencana Kerja P-embagunan Daerah Tahun Anggaran 20'15; 

18~ Peraturan Daerah Propinsi SuJa.wesi Teng.gara Nomor 6 Tahun 
2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaterr Kotaka Timur Tatn:m 2005-2025; 

19. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 
2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi 
Strlawesr Tenggara Nomor 7 Tahurr 2013 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi 
Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018; 

20-. -Pearat:tJfatr Daerah·.ProviflSt Stttawest Tenggara NOfl'lOf 7 TahtJfl 
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 
(Lembatan Negara Republik. Indonesia Tahun 2013 Nomor 7} 
Sebagai Mana Telah Di ubah dengan Peraturan Daerah 
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a. Pedomaft b~t SattJoo K-erja Perangkat Daerah (SK-PD} datam menytJsoo Reocan-a 
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2017. 

b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran 
Pendapataa dan BeJanja.Daerah (RAPBD). Tahun.2017 ~ 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada bab 
I pasal 1 angka 5 menjadi : 

Pasal2 

&A&II 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur. 
2. Perner.ifltah Daer.ah ad~ Perner-ifttah Daer.ah Kabupaten Kclaka Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur. 
4. SKPD acfarah Satuan Pearanqkat dalam ITngkup Kabupaten Kofaka Timur. 
5. Rencana kerj.a Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017,. yang selanjutnya disebut 

RKPD Tahun 2017 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 
Pertode 1 (sattr) Tahtm ctt tatTtJn 20'17 yang dtmtJtat pada tangga11 Januari 2017 
dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2017. 

Pasal 1 

BAB 1 
KEf-ENTUAM-UMUM 

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 
KOL.AKA TIMUR TAHUN 2017 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran 
Daer.ah. Prapinsi. Sulawesi Tenggara Tahun 2014 N.omor 3).~ 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 
2015 tentang Lembaga Teknfs Daerah Kabupaten Kolaka 
Timur; 
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Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah/Kepala Bappeda menelaah kesesuaian 
antara feACafla- kefja- dafl· aflggaFaA· SattJan Kefja- PefaAgkat Daei:ah· (SKPD} Tarn:1n 
2017 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2017. 

·Pasal·S 

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat laporan kinerja tahunan atas 
pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perubahan yang berisi uraian tentang 
keJuaran ke.gjatan clan .. indikator kineria rnasing.-rnasjng. program_ 

2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Badan 
Per er rcanaan Perrrbanganarr Daerati {B'APPEDA}, Badarr Pengelolaarr Keuangan 
dan Aset Daerah (BPKAD), Paling lambat 14 (ernpat belas) hari setelah 
berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. 

J. taporan kiAerja- meAjadi· mesukan den bahatl pertimeangan bagi· areHsis den 
evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja 
Peragkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. 

Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun 2017: 

Pasal4 

BABIV 
LAPORAN KERJA TAHUNAN 

1. Pernenntah Daerah r:neng.g.unakan. RKPD Tamm 2017 sebagai bahan pembahasan 
kebijakan umum dan prioritas anggaran perubahan. 

2. Satuan Kerja P'erangkat Daerah (SKPO) menggunakan Rencana Kerja P'emerintah 
Daerah (RKPD) tahun 2017, dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Dan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Dalam· rangka- penyusooan- Rencana Anggara-n .?et'ldapata-n daft Bean-ja Daerah 
tahun 2017: 

Pasal3 

BAB Ill 
PENYUSUNAN .REN.CANA AN.GGARAN PENDAP.ATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2017 

I < 



SURYA HATTA AMRA • SH .. LL.M 
Pembina, Gol. IV/a 

NIP.19800317 200003 1001 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Kepala Bagian Hukum 

Kabupaten Kolaka Timur, 
,,,--... 

SERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR 
TAHUN 2016 NOMOR i;f: . 

SAMSUL BAHRI MADJID 

ttd 

Diundangkan di Tirawuta 
Pada tanggal d-'1 - o C, - 2016 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

H. TONY HERBIANSYAH 

Ttd 

Ditetapkan di Tirawuta 
Pada tanggal 17 Mei 2016 

BUPATI KOLAKA TIMUR 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan menempatkannya dalarn Serita Daer ah Kabupaten Kolaka Timur. 

Peraturan Bupati Kotaka Tfmur fni bertaku pada tanggat diundangkan. 

BABY 
KETENTUAN PENUTUP 

) ; 


